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ABSTRACT

Problem/Background (GAP):Handling the issue of homeless people and beggars (gepeng) is a
social challenge that requires synergy between government agencies. Purpose: This study aims to
examine the form of collaboration between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Soczal
Service Office in the effort to manage and control homeless individuals and beggars in Bengkulu
City, Bengkulu Province. Method: The research uses a qualitative approach with a descriptive
‘method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving
‘relevant stakeholders, including Satpol PP officers, Social Service officials, and the local
community.Results/Finding: The results show that the collaboration between the two institutions still
faces several obstacles, such as lack of coordination, limited human and financial resources, and
suboptimal social rehabilitation programs for the homeless and beggars. Nevertheless, there is a
shared commitment from both parties to improve the effectiveness of handling through strengthened
coordination, joint planning, and more extensive public outreach. Conclusion/Suggestion: This
study. recommends enhancing the integration of work programs between agencies and lnvolvmg third
parties such as NGOs and local communities in the sustainable handling process.

Keywords: collaboration, control, homeless, beggars, Civil Service Police Unit, Soczal Service
Office, Bengkulu City /
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o ABSTRAK >

Permasalahan / Latar Belakang (GAP): Penanganan masalah gelandangan &an pengemis (gepeng)
merupakan salah satu tantangan sosial yang memerlukan sinergi antar instansi pemerintah. Tujuan:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahul bentuk kolaboras; antara Satuan Polisi Pamong Praja
Metode: Pendekatan penelitian yang dlgunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data
diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait,
termasuk pejabat Satpol PP, Dinas Sosial, serta masyarakat setempat. Hasil/Temuan: Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin antara kedua instansi masih menghadapi berbagai
kendala, seperti kurangnya koordinasi, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta belum
optimalnya program rehabilitasi sosial bagi gepeng Namun demikian, terdapat komitmen dari kedua
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pihak untuk meningkatkan efektivitas penanganan melalui penguatan koordinasi, perencanaan
bersama, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat Kesimpulan/Saran: Penelitian ini
merekomendasikan peningkatan integrasi program kerja antar instansi dan pelibatan pihak ketiga
seperti LSM dan komunitas lokal dalam proses penanganan gepeng secara berkelanjutan.

Kata Kunci: kolaborasi, penertiban, gelandangan, pengemis, Satpol PP, Dinas Sosial, Kota Bengkulu

. PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang N
Feénomena “Gelandangan dan Pengemis” ialah salah satu fenomena sosial yang ﬁmbul akibat
kemlsklnan yang belum teratasi dan juga penyakit sosial yang berkembang di lmgkungan
masyarakat Masalah gepeng termasuk dalam kategori wicked problems yang memerlukan
pendekatan kolaboratif dan framework kontingensi untuk menentukan strategi penanganan yang
tepat sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas masalah yang dihadapi (Alford & Head, 2017).
Dalam hal ini Pemerintah atau Peraturan Walikota telah mengeluarkan program untuk penanganan
Gepeng yang diwujudkan dalam Perda Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak

Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Dalam penanganan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

' melaksanakan program terkait penanganan Gepeng, diantaranya berupa upaya Preventif dan Represif

- yang meliputi penyuluhan, pelatihan, rehabilitative dan pengembalian kembali kepada keluarga.

‘ Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi masalah gepeng melalui berbagai program
sosial, hasilnya sering kali belum optimal. Program seperti bantuan sosial tunai, program keluarga
harapan (PKH), dan pembangunan rumah susun untuk masyarakat miskin sering kali tidak mencapai
sasaran yang tepat atau tidak cukup untuk mengatasi akar masalah. Selain itu, kurangnya koordinasi
antarinstansi pemerintah, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan kepolisian, juga menjadi hambatan
dalam menangani fenomena gepeng.

. Misalnya, banyak pemerintah daerah yang lebih memilih pendekatan represif, sepertl razia
dan pengangkutan gepeng ke panti sosial, daripada pendekatan preventif yang lebih berfokus pada
pemberdayaan dan rehabilitasi. Pendekatan ini sering kali hanya menjadi solusi sementara, karena
setelah ‘dilepaskan dari panti sosial, banyak gepeng yang kembali ke jalan untuk mengemis. Selain
itu, kebijakan yang bersifat represif sering kali dianggap melanggar hak asasi manus1a ‘karena tidak
memberikan solusi jangka panjang yang layak bagi para gepeng.

Keberadaan gepeng tidak hanya berdampak pada individu yang bersangl(utan tetapi juga
memiliki 1mp11k351 yang lebih luas bagi masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi, ' keberadaan gepeng
sering kali dianggap" mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota, sehingga memengaruhi citra
daerah tersebut. Di sisi lain, fenomena ini juga mencerminkan ketldaictnampuan pemerintah dalam
menyediakan solusi yang kompreh@ns1f untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Penertiban gelandangan dan pengemis--(geperig) merupakan salah satu isu sosial yang
membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Gelandangan dan pengemis kerap dianggap
sebagai permasalahan yang dapat mengganggu ketertiban umum, menciptakan persepsi negatif
terhadap tata kota, dan menjadi indikator lemahnya kesejahteraan sosial suatu wilayah. Kota
Bengkulu, sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Bengkulu, juga menghadapi persoalan
serupa. Dengan adanya peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis, terutama di kawasan

strategis seperti pasar, pusat kota, dan area wisata, penanganan terhadap permasalahan ini menjadi
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semakin mendesak. Fenomena ini tidak hanya melibatkan aspek sosial, tetapi juga mencerminkan
tantangan dalam fungsi pemerintahan, khususnya dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan
kesejahteraan masyarakat.

Fenomena kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial di Kota
Bengkulu menjadi salah satu langkah strategis dalam menangani permasalahan ini. Satpol PP, yang
memiliki tugas pokok menjaga ketertiban--umum,. berkolaborasi dengan Dinas Sosial yang
bertanggung jawab atas pemberdayaan sosial masyarakat. Kolaboras1 ini mencerminkan pentingnya
sinergi antarinstansi dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara. efektif. Dalam praktiknya,
Satpol PP melakukan operasi penertiban di lapangan, sedangkan Dinas Sosial memberikan intervensi
berupa rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, atau bahkan penyaluran bantualg sosial kepada para
gepeng. Namun, meskipun kolaborasi ini telah berjalan, masih terdapat berbagai ‘tantangan, seperti
keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan resistensi dari masyarakat. N

Urgen51 penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi terhadap efektivitas kolabora51 tersebut.
Mengingat tingginya dinamika sosial di Kota Bengkulu, penanganan gelandangan dan pengemls
membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Tidak cukup hanya dengan penertiban fisik, tétapi juga
dengan pemberdayaan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas kolaborasi antara Satpol PP dan’ Dmas
Sosml sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. |

Hakikat kolaborasi dalam pemerintahan adalah untuk memperkuat kapasitas institusi dalam
,menyelesalkan masalah-masalah publik yang kompleks. Dalam konteks penertiban gepeng di Kota

‘ Bengkulu, kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial bukan hanya bentuk kerja sama teknis, tetapi
' juga implementasi dari prinsip pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada
 kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk
- menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan

berbagai peraturan terkait.Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena mengandung
elemen-elemen penting yang mencerminkan dinamika pemerintahan lokal di Indonesia. Dalam
situasi ideal, kolaborasi antarinstansi pemerintah dapat menjadi model penanganan masalah sosial
yang efektif. Namun, dalam kenyataannya, berbagai kendala sering kali menghambat proses tersebut.
Misalnya, kurangnya sinkronisasi program, keterbatasan anggaran, dan ketidaksiapan sumber daya
mariusia sering kali menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya’relevan
secara, teoretis tetapi juga memiliki signifikansi praktis untuk membantu pemerintah daerah dalam
merancang strategi penanganan gepeng yang lebih baik.

4
1.2. Kesenj‘ﬁngan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian) 5 "

Pemerintah teTah _meluncurkan berbagai program untuk mengﬁrang1 kemiskinan, seperti
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai, 1mp}€menta51 program ini sering kali
tidak mencapai sasaran yang tepat. Banyak gepeng yang-tidak terdaftar sebagai penerima manfaat,
sehingga mereka tetap berada di luar sistem perlindungan sosial.

Dalam situasi ideal, kolaborasi antarinstansi pemerintah dapat menjadi model penanganan
masalah sosial yang efektif. Namun, dalam kenyataannya, berbagai kendala sering kali menghambat
proses tersebut. Misalnya, kurangnya sinkronisasi program, keterbatasan anggaran, dan
ketidaksiapan sumber daya manusia sering kali menjadi penghalang utama. Oleh karena itu,
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penelitian ini tidak hanya relevan secara teoretis tetapi juga memiliki signifikansi praktis untuk
membantu pemerintah daerah dalam merancang strategi penanganan gepeng yang lebih baik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Merhndha dan Hat1 (2015) menyoroti upaya rehabilitasi
sosial, namun lebih berfokus pada aspek internal program rehabilitasi di. panti sosial. Penelitian ini
mengidentifikasi sejumlah kendala dalam program tersebut, seperti kembalmya gelandangan dan
pengemis ke jalan setelah program selesai, namun tidak membahas bagalmana kolaborasi
antarinstansi-dapat meningkatkan keberlanjutan hasil rehabilitasi. Sebaliknya, penehtlan H.S dan
Kristian (2021) menambahkan perspektif baru dengan menyoroti pentingnya peran‘sektor swasta
dalam pémberdayaan mantan gelandangan dan pengemis. Meskipun relevan, penehtlan tersebut
lebih terpusat pada kolaborasi lintas sektor, bukan pada dinamika kerja sama antarlembaga
pemerlntah seperti Satpol PP dan Dinas Sosial.

/" Penelitian Rahim dan Mustapa (2022) menyajikan tinjauan literatur mengenai model layanan
1deal seperti pemukiman dengan akses kebutuhan hidup dan bantuan usaha. Namun, penelitian ini
1ébih bersifat konseptual tanpa memberikan solusi praktis untuk konteks kolaborasi lokal di tingkat
pemerintah. Penelitian oleh Widyaning Ratni dan Priyanti (2021) di Kabupaten Karawang mulai
‘membahas koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial, tetapi lebih menekankan pada identifikasi
‘kendala seperti pembagian kerja yang belum optimal dan disiplin. Penelitian tersebut tldak
- merancang strategi kolaborasi konkret yang dapat diimplementasikan. Sementara itu, penelitian
. Rahmadanita (2019) mengangkat penyebab struktural, seperti urbanisasi dan kemiskinan, tetapi
pendekatannya lebih deskriptif dan tidak mengeksplorasi mekanisme kerja sama antarlembaga.

Penelitian ini berbeda secara signifikan karena fokusnya pada kolaborasi antara Satpol PP

dan Dinas Sosial di Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan
teori kolaborasi pemerintahan. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang cenderung deskriptif atau
evaluatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kendala kolaborasi, seperti perbedaan peran,
komunikasi, atau sumber daya, serta merumuskan strategi kolaborasi yang dapat meningkatkan
efektivitas program penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis. Dengan demikian,
penelrtlan ini tidak hanya berkontribusi dalam analisis situasi tetapi juga rnemberlkan solusi
1mp1ementat1f yang relevan dengan konteks lokal.

1.4. Per"nyataan Kebaruan Ilmiah
% 4

Penelitian- Sebelumnya yang telah disebutkan memiliki fokus dan pendekatan yang beragam
dalam memahami ‘dan menangani permasalahan gelandangan dan pengemls Secara umum,
penehtlan penehtlan terSebut memberlkan kontrlbu31 yang pentmg, namun terdapat celah yang
hadir untuk mengisi celah tersebut déngan memberikan-fokus khusus pada kolaboras1 antara Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial di Kota Bengkulu dalam menangani gelandangan
dan pengemis, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam

1.5. Tujuan.



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kolaborasi antara
Satpol PP Kota Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam penanganan masalah gepeng dan
pengemis.

II. METODE ~ -

Penelitian yang berjudul Kolabora51 Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan
Polisi Pamong Praja-dan Dinas Sosial di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penehtlan yang ingin
memahami secara mendalam proses kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan sosial,
khususnya_ terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu Pendekatan
kualitatif- memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial secara langsung dari. _pelaku dan
pihak térkait, sehingga interpretasi terhadap dinamika kolaborasi dapat dilakukan secara lebih
komptehensif dan kontekstual. \

~ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data \primer
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sementara data sekunder dikumpulkan
dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kegiatan, peraturan daerah,, dan
kebijakan operasional instansi terkait. Untuk menggali data secara maksimal, penulis menggunakan
tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi, sesuai dengan

‘panduan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013). Selain itu, untuk meningkatkan keabsahan data,

' peneliti juga menerapkan teknik triangulasi, yakni dengan memadukan berbagai sumber data dgan

- teknik pengumpulan.

‘ Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
(Kasatpol PP) dan Kepala Dinas Sosial (Kadis Sosial) Kota Bengkulu. Pemilihan keduanya sebagai
informan kunci didasarkan pada posisi strategis mereka dalam perumusan dan pelaksanaan
kebijakan terkait penertiban gepeng, serta kapasitas mereka dalam menjelaskan proses koordinasi
dan sinergi lintas instansi. Selain informan kunci, penulis juga mewawancarai staf pelaksana
lapangan sebagai informan pendukung guna memperoleh gambaran yang lebih rinci terkalt
1mp1ementas1 teknis di lapangan. .

. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota
Bengku}u Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat aktivitas yang relevan dengan objek kajian.
Proses penelitian lapangan berlangsung selama satu bulan, yakni pada Januari 2025, yang mencakup
kegiatan observasi, pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi atas kegiatan instansi
terkait. Jangka waktu tersebut dianggap cukup untuk mendapatkan data yar;g memadai dan
mendalam sesuai kebutuhan penelitian. g

’.\\ > £

~ -~

Il HASIL DAN PEMBAHASAN-— .~
3.1 Dinamika dan Kolaborasi

Dinamika kolaborasi dalam penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu
masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan,
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Gelandangan, dan Pengemis, penertiban gepeng seharusnya dilakukan melalui koordinasi antara
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial, serta aparat kepolisian agar berjalan secara
efektif dan berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya, masih ditemukan berbagai kendala seperti
kurangnya sinergi antarinstansi, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta belum optimalnya mekanisme
pemantauan terhadap gepeng pasca-penertiban.

Faktor-faktor tersebut mengakibatkan -program _penertiban belum berjalan maksimal dalam
mengurangi jumlah gepeng di Keta’ ‘Bengkulu. Selain itu, perbedaan pendekatan antarinstansi dalam
menangani permasalahan-gepeng juga menjadi tantangan tersenditis. .di mana Satpol PP lebih
menekankan aspek .penegakan hukum dan ketertiban, sementara Dinas. Sosial berfokus pada
pembinaan dan rehabilitasi sosial. Akibatnya, tindak lanjut terhadap gepeng setelah ditertibkan masih
belum terkoordinasi dengan baik, sehingga banyak di antara mereka yang kembah ke jalan dalam
waktu smgkat N\

Di sSisi lain, keterlibatan masyarakat dalam mendukung program penertiban ma51h rendah,
terutama dalam hal pengawasan dan edukasi terhadap dampak pemberian uang kepada -gepeng di
jalanan. Collaborative governance menjadi kerangka kerja yang efektif dalam mengatasi - masalah
kompleks melalui keterlibatan multi-stakeholder, dimana koordinasi antar instansi seperti Satpol PP
dan Dinas Sosial dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dalam penanganan gepeng
(Ansell & Gash, 2008).Minimnya kesadaran masyarakat turut memperumit upaya pemerintah dalam
menekan angka gepeng secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih
sistematis serta peningkatan kerja sama antarinstansi dan masyarakat agar penertiban dapat ber_]alan
lebih optimal. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan pada sub-bab berikut.

'3.1.1 Pergerakan Prinsip Bersama

| Dalam pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu,
pergerakan prinsip bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial menjadi
salah satu aspek penting dalam memastikan efektivitas kebijakan. Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, penanganan
gepeng seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek penertiban semata, tetapi juga mencakup
rehabilitasi sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial
menjadi faktor kunci dalam menyeimbangkan pendekatan penegakan hukum dan kesej ahteraan sosial
dalam'menangani permasalahan gepeng. /

Namun dalam praktiknya, pergerakan prinsip bersama antara kedua 1nstan31 ini masih
menghadapl berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan/ fokus dalam
menjalankan tugas, di mana Satpol PP lebih berorientasi pada ketertiban dan penegakan peraturan,
sementara Dinas. Sosial bertanggung jawab terhadap aspek pembinaan dan” reintegrasi sosial.
Perbedaan ini terkadang menyebabkan kurangnya keselarasan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga
upaya penanganan gepeng belum sepenuhnya memberikan dampak Jan/gka panjang.

3.1.2 Motivasi Bersama — el

Dalam pelaksanaan penertiban dan penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota
Bengkulu, motivasi bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial menjadi
faktor penting dalam menciptakan koordinasi yang efektif dan berkelanjutan. Sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan
Pengemis, upaya yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menertibkan gepeng dari jalanan, tetapi
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juga untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi melalui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.
Oleh karena itu, penting bagi kedua instansi ini untuk memiliki kesamaan visi dan motivasi dalam
menangani permasalahan tersebut.

Motivasi bersama antara Satpol PP dan Dinas Sosial terbangun melalui komunikasi yang
intensif, kesepahaman dalam tujuan kebijakan, serta kesadaran akan pentingnya peran masing-masing
dalam menangani gepeng secara kortiprehensif. Namun, di lapangan masih terdapat tantangan dalam
menyelaraskan langkah dan membangun komitmen bersama, terutama- dalam hal metode pendekatan
yang digunakan. :

.

3.13 Kapasntas Untuk Melakukan Kegiatan Bersama

Dalam upaya menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu kapasnas yang
dimiliki-oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial menjadi faktor utama dalam
efektivitas pelaksanaan program. Pendekatan governance modern memerlukan pemahaman baru
tentang bagaimana berbagai aktor pemerintah dan non-pemerintah berinteraksi dalami, proses
pengambilan keputusan, dimana rasionalitas dan resistensi menjadi faktor penting ‘dalam
implementasi kebijakan penanganan masalah sosial seperti gepengKapasitas ini mencakup sumber
daya manusia, anggaran, fasilitas, serta koordinasi antarinstansi dalam menjalankan kebijakan sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, 'dan
Pengemis. Meskipun kedua instansi telah berupaya membangun kerja sama dalam penertiban dan
‘rehabilitasi gepeng, berbagai tantangan masih ditemui, seperti keterbatasan anggaran operasmnal
‘kurangnya tenaga pendamping sosial, serta fasilitas rehabilitasi yang belum memadai.

3.2. Tindakan Tindakan Dalam Kolaborasi

Dalam upaya penertiban dan penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota
Bengkulu, kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial tidak hanya
terbatas pada koordinasi dan perencanaan, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai tindakan'nyata.
Tindakan-tindakan dalam kolaborasi ini mencakup proses penertiban di lapangan, mekanisme
rehabilitasi sosial, serta upaya pencegahan agar permasalahan gepeng tidak terus berulang. Setiap
tlndakan yang dilakukan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pénanganan
Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan
ini. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana tindakan-tindakan dalam kolaborasi ini bgrjalan berikut
akan dij elaskap pada sub-bab berikut. o
3.2.1 Pemberdayaan Masyarakat >

Dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, pemberdayaan
masyarakat menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan um‘uk mengurangi angka gepeng
secara berkelanjutan. Dinas Sosial; -bekerja sama dengan _Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
serta elemen masyarakat, berupaya memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi para
gepeng agar mereka dapat memiliki sumber penghidupan yang lebih layak. Langkah ini sejalan
dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan,
Gelandangan, dan Pengemis, yang mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai
solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan ini.



3.2.2 Proses Penetapan Perizinan

Dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, proses penetapan
perizinan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kegiatan yang melibatkan para gepeng
dapat diatur secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, dinas terkait
memiliki tanggung jawab untuk mengawasi—aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan
sumbangan di tempat umum serta-kegiatan lain yang sering dijadikan modus operandi oleh gepeng.
Dalam hal ini, Dinas Sosiat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) -Kota Bengkulu bekerja sama
dalam menyusun mekanisme perizinan yang bertujuan untuk mengendahkan keberadaan gepeng dan
mencegah eksp101ta51 oleh pihak-pihak tertentu
3.2.2 Pengumpulan Sumber Daya N\

Dalam upaya menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, pengumpulan
sumber” ‘daya organisasi menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan efektivitas’ kolaborasi
antara’ Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sumber daya yang dimaksud
mencakup tenaga kerja, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari
pemerintah maupun sektor swasta. Pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan secara 51stematls
agar setiap program penanganan gepeng dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. '

3.2.3 Proses Penetapan Perizinan

v' Dalam upaya menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, pengumpulan
sumber daya organisasi menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan efektivitas kolaborasi
‘antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sumber daya yang dimaksud
mencakup tenaga kerja, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari
pemerintah maupun sektor swasta. Pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan secara sistematis
agar setiap program penanganan gepeng dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

3.2.4 Monitoring Sistem/Praktik Manajemen Baru

Monitoring dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu
merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan berjalan secara
efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kota Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu, proses monitoring dilakukan “untuk menilai
efektivitas program penertiban, pengawasan, serta rehabilitasi yang telah dljalankaﬁ Monitoring ini
juga bertujuan untuk mengevaluasi praktik manajemen baru yang dlterapkan dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kotg Bengkulu, beliau menjelaskan bahwa menitoring dilakukan melalui
mekanisme evaluasi rutin dan mspek51 langsung di lapangan el

T—— Gt

o

3.3. Dampak dan Adaptasi Hasil Tindakan Pada Dinamika Kolaborasi

Dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, kolaborasi
antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu telah
menghasilkan berbagai dampak yang signifikan. Dampak tersebut tidak hanya terlihat dalam
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penurunan jumlah gepeng di ruang publik, tetapi juga dalam perubahan pendekatan yang lebih
humanis dan berbasis rehabilitasi. Namun, efektivitas tindakan yang telah dilakukan juga menuntut
adanya adaptasi berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti migrasi gepeng
dari luar daerah, ketergantungan pada bantuan sosial, serta keterbatasan sumber daya dalam program
pembinaan. Oleh karena itu, adaptasi dalam bentuk evaluasi kebijakan, peningkatan koordinasi antar-
stakeholder, serta inovasi dalam program pemberdayaan menjadi langkah penting dalam memastikan
keberlanjutan dan efekt1v1tas kelaborasi ini. Untuk lebih Jelasnya akan dijelaskan pada sub-bab
berikut. .

3.3.1 Hal Yang Dlharapkan

Dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu berbagai
harapan muricul dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kolaborasi antara Satuan
Polisi Parhong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu. Harapan tersebut
mencakup peningkatan efektivitas penertiban, penguatan program rehabilitasi, serta peﬁdberdayaan
gepeng agar tidak kembali ke jalanan.Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bengkulu, beliau menegaskan bahwa harapan utama dari penertiban - gepeng
adalah menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan

3 3 2 Hal yang tidak diharapkan :

' Dalam pelaksanaan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu
‘dan Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng), terdapat
‘berbagai risiko dan kendala yang dikhawatirkan oleh para pemangku kepentingan. Hal-hal yang tidak
‘diharapkan ini berkaitan dengan efektivitas kebijakan, respons masyarakat, serta dampak jangka
panjang terhadap permasalahan gepeng di Kota Bengkulu.Berdasarkan hasil wawancara dengan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, beliau menyatakan bahwa ketidakefektifan
dalam penertiban dan lemahnya pembinaan dapat menyebabkan masalah gepeng semakin sulit
ditangani.

3.3. 3 Hal yang tidak terduga

Dalam implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) d1 Kota
Bengkulu, terdapat berbagai dinamika yang tidak selalu dapat diprediksi. Hal-hal yang tidak terduga
ini sering kali muncul dalam bentuk respons masyarakat, strategi adaptasi para gepeng, serta
tantangan- teknis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu dan
Dinas Sosial Kota Bengkulu.Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi”Pamong Praja
Kota Bengkulu, beliau mengungkapkan bahwa salah satu hal yang tidak terdilga adalah pola
pergerakan gepeng yang semakin adaptif terhadap penertiban

i
-

\-'/ :

34 D1skus1 dan Temuan Utama

cenderung reaktif terhadap keluhan masyarakat Darl segi penggerakan prinsip bersama
(engagement), kedua institusi telah memiliki kesepahaman mengenai tujuan penertiban, namun masih
terdapat perbedaan pendekatan dalam implementasinya. Satpol PP lebih menekankan pada aspek
ketertiban umum dan penegakan Perda, sementara Dinas Sosial lebih memprioritaskan pendekatan
sosial dan pemberdayaan. Dari aspek motivasi bersama (shared motivation), terlihat adanya
komitmen institusional yang dibuktikan dengan terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Gelandangan
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dan Pengemis, namun komitmen ini belum diterjemahkan ke dalam sistem penganggaran yang
memadai dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penehtlan dan pembahasan mengenai Kolaboram antara Satpol PP dan
Dinas Sosial Kota Bengkulu telah berjalan namun belum optimal. Kolabora51 yang terjalin masih
bersifat parsial dan cenderung reaktif terhadap keluhan masyarakat. Dari segi “penggerakan prinsip
bersama (engagement) kedua institusi telah memiliki kesepahaman mengenai tujuan penertiban,
namun masih terdapat perbedaan pendekatan dalam implementasinya. Satpol PP 1eb1h menekankan
pada aspék ketertiban umum dan penegakan Perda, sementara Dinas Sosial lebih memprlorltaskan
pendekétan sosial dan pemberdayaan.,Faktor pendukung kolaborasi meliputi: (1) Adan);‘a‘,,'landasan
hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Walikota
tentang penanganan PMKS; (2) Dukungan politik dari kepala daerah yang menjadikan penanganan
gelandangan dan pengemis sebagai salah satu prioritas pembangunan; (3) Adanya mekanisme
koordinasi melalui forum TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Sementara itu, faktor penghambat kolaborasi mencakup: (1) Keterbatasan anggaran yang
‘dialokasikan khusus untuk program kolaboratif; (2) Lemahnya mekanisme komunikasi antar
‘lembaga yang menyebabkan tumpang tindih atau kesenjangan dalam penanganan; (3) Perbedaan
‘ pendekatan dan kultur organisasi antara Satpol PP yang berorientasi penegakan hukum dengan
Dinas Sosial yang berorientasi layanan sosial Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi
" hambatan kolaborasi, di antaranya: (1) Penguatan koordinasi melalui pembentukan Gugus Tugas
Terpadu dengan melibatkan tidak hanya Satpol PP dan Dinas Sosial, tetapi juga OPD lain seperti
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja; (2) Pengembangan SOP bersama
yang mengintegrasikan pendekatan keamanan dan ketertiban dengan pendekatan sosial-
kesejahteraan; dan (3) Pengembangan model pemberdayaan yang lebih berkelanjutan melalui
pendampingan intensif dan perluasan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi. .-

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya
penehtlan Penelitian juga hanya dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi saja.

Arah Mas"a Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temﬁan penelitian,
oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pa/da lokasi serupa
untuk menemukan hasﬂ yang lebih mendalam.

+
-
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